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UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah 
UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 
Bandung 
Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah dimana           
sebelumnya organisasi ini bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BPPT) Kota Bandung  
Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah dimana pada 
pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu 
satu pintu Daerah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang penanaman modal, karena itu, organisasi yang tadinya 
berbentuk badan ini kemudisn menjadi Dinas. 
 
